BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMORI}TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Daerah Tahun Anggaran 2025,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sinjai Di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7065);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentangKewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Nama Kecamatan, Kelurahan dan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
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Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut
dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai.

Camat adalah Camat di Kabupaten Sinjai.

Desa adalah Desa di Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 8 (delapan) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu I (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana AlokasiUmum (DAU) dan
Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten dalam APBD.

Alokasi Dasar adalah ADD yang dihitung secara proporsional dengan
memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap bagi kepala Desa dan
perangkat Desa, serta tunjangan BPD sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Alokasi Merata adalah ADD yang dibagi kepada setiap Desa secara
merata.

Alokasi Formula adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks
kesulitan geografis.

Alokasi Kinerja adalah ADD yang dibagi ecara proporsional terbatas
kepada desa berdasarkan penilaian indeks kinerja desa (IKD).
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Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari
transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas
pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan
tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiscal antara pemerintah pusat
dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka
menanggulangi  eksternalitas negatif dan/atau  meningkatkan
pemerataan dalam satu wilayah.

Dana AlokasiUmum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari
transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan
sebagian kekuasaan PKPKD.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun
melalui penyediaan barang/jasa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah
aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman
Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran
2025.

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan petunjuk teknis
Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

PROCE

Pengalokasian ADD setiap Desa:
penyaluran ADD;

penggunaan ADD;

pelaporan ADD; dan

pembinaan dan pengawasan ADD.
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(2)
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BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 paling

sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang

dianggarkan Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025,

tidak termasuk DBH cukai hasil tembakau.

ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp 64.927.500.700 (Enam Puluh Empat Milyar

Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus

rupiah).

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap

Desa yang terdiri atas:

a. Alokasi dasar sebesar 44,05% (empat puluh empat koma nol lima
persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp28.600.452.000 (dua
puluh delapan milyar enam ratus juta empat ratus lima puluh dua
ribu rupiah);

b.  Alokasi merata sebesar 33,57% (tiga puluh tiga koma lima puluh
tujuh persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rp21.796.229.220
(dua puluh satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua
ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);

c. alokasi formula sebesar 19,58% (Sembilan belas koma lima puluh
delapan persen) dari anggaran ADD atau sebesar Rpl12.714.467.045
(dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus enam
puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah); dan

d. alokasi kinerja sebesar 2,80% (dua koma delapan persen) dari
anggaran ADD atau sebesar Rp1.816.352.435 (satu milyar delapan
ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua empat ratus tiga
puluh lima rupiah).

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3] huruf a,
dibagikan kepada setiap Desa secara proporsional berdasarkan:
a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkatDesa: dan
b. tunjangan BPD.
Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sesuai jumlah personil, standar biaya, dan jumlah bulan dalam satu
tahun sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Alokasi Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huruf b
dibagikan kepada setiap Desa dengan penghitungan sama rata.

Besaran Alokasi Meratase bagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan rumus:




(1)

(2)

(3)

ADDM= ADDM,; / } Desa

Relerangan.

ADDM; = Alokasi Merata per Desa

¥ Desa = Jumlah Desa

ADDM, = Alokasi Dana Desa Merata Kabupaten

Pasal 7

Alokasi Formulase bagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf c

dibagikan kepada setiap Desa secara proporsional berdasarkan

indikator:

a. Jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

b. Jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima
persen);

c. Luas wilayah Desa dengan bobot10% (sepuluhpersen); dan

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan menggunakan rumus:
ADDF; = {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x ADDF,

Keterangan:

ADDF; = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa

terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa
ADDF, = Alokasi Dana Desa Formula Kabupaten

Sumber data dalam penghitungan Alokasi Formula sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut:

a. data jumlah penduduk Desa dan luas wilayah Desa menggunakan
data tahun terakhir yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di
wilayah Kabupaten Sinjai;

b. data tingkat kesulitan geografis menggunakan data tahun 2022
yang bersumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal; dan

c. data jumlah penduduk miskin Desa menggunakan data penyasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) tahun
terakhir yang bersumber dari Surat Keputusan Bupati Sinjai
tentang Penetapan data P3KE di Daerah.
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Pasal 8

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3} huruf d,
dibagi secara proporsional terbatas kepada Desa berdasarkan penilaian
kinerja desa.

Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan criteria kinerja sebagai berikut:

a. kinerjacapaian status IDM sebagai desa mandiri; dan

b. kinerja desa dengan nilai IKD terbaik.

Penetapan Desa dengan criteria kinerja IDM terbaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai berdasarkan indicator status
Desa Mandin tahun 2024,

Penetapan Desa dengan criteria kinerja peringkat nilai IKD terbaik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai berdasarkan
indicator kinerja sebagai berikut:

a.  Kinerja Perlindungan Lingkungan Desa dengan bobot sebesar 50%

(lima puluhpersen), terdiri atas 5 (lima) variabel, yaitu:

1. Persentase realisasi anggaran Desa untuk mendukung kegiatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun
anggaran 2023 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);

2. Status tangguh bencana Desa tahun 2023 dengan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen);

3. Ketersediaan Bank Sampah Desa dengan bobot sebesar 10%
(sepuluh persen);

4. Ketersediaan kebijakan/regulasi di tingkatDesa mengenai
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau
kebencanaan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan

S. Perubahan nilai indeks kinerja lingkungan atau IKL Desa dari
tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh
persen).

b. Kinerja Pengarusutamaan Gender dengan bobot sebesar 25% (dua
puluh lima persen), terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Tingkat partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan
musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa tahun
anggaran 2023 dengan bobot 8,33% (delapan koma tiga puluh
tiga persen);

2. Jumlah wusulan untuk kepentingan perempuan yang
diakomodir dalam RKP Desa tahun 2023 dengan bobot 8,33%
(delapan koma tiga puluh tiga persen); dan

3. Ketersediaan kebijakan/regulasi ditingkat Desa tentang Desa
Ramah Perempuan dan Anak dengan bobot 8,33% (delapan
koma tiga puluh tiga persen).

c. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa dengan bobot sebesar

25% (dua puluh lima persen), terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa
tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma
dua puluh lima persen);

2. Kinerja realisasi serapan ADD terhadap anggaran tahun
anggaran 2023 dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua
puluh lima persen).
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3. Kinerja realisasi penerimaan PBB terhadap anggaran
penerimaan PBB tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar
6,25% (enam koma dua puluh lima persen}; dan
4. Kinerja realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap total
Pendapatan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot sebesar
6,25% (enam koma dua puluh lima persen).
Nilai IKD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diperoleh dari hasil penjumlahan nilai indeks komposit dari seluruh
indikator yang dihitung menggunakan rumus:

IKD; =iPLD + iPG + iPKAD

Keterangan:

IKD; = Nilai Indeks Kinerja Desa per Desa;

iPLD = Indeks Indikator Pengelolaan Lingkungan Desa

iPG = Indeks Indikator Pengarusutamaan Gender Desa
iPKAD = Indeks Indikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Nilai indeks komposit per indicator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diperoleh hasil perhitungan indeks kinerja seluruh variable pernilaian
dari setiap indikator yang dihitung menggunakan rumus:

_ Si; X Biy St, x Bi,
iKipLo/po/prapy = (_5_') + (‘_5_‘) FER
Keterangan:

iK¢pLospg/prany = Indeks kinerja per Indikator:
Si; = Skor kinerja per variabel ke-1
Bi, = Bobot kinerja per variabel ke-1
Siz = Skor kinerja per variabel ke-2
Biz = Bobot kinerja per variabel ke-2
N = Jumlah variabel pada indikator

Bupati Sinjai membentuk tim penilai kinerja desa, yang ditetapkan
melalui Keputusan Bupati.

Tim penilai kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melakukan penilaian kinerja seluruh Desa berdasarkan criteria kinerja
IDM terbaik sebagaimana imaksud pada ayat (3) dan criteria kinerja IKD
terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
ditetapkan nama Desa penerima Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja
IDM terbaik dan criteria kinerja IKD terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Besaran Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja IDM terbaik sebesar 20%
[dua puluh persen) dari total Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dibagikan kepada setiap Desa yang berstatus desa
mandiri secara sama rata yang dihitung dengan rumus:

b
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AKipm = (20% x AK) /Y Desa Penerima

Keterangan: .
AK pm = Alokasi kinerja per Desa untuk criteria IDM terbaik.
AK = Alokasi Kinerja kabupaten

(11) Besaran Alokasi Kinerja untuk criteria kinerja IKD terbaik sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari total Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa secara proporsial terbatas
vang dihitung dengan rumus:

AKikp = (80% x AK) x (IKD;/YTKD,)

Keterangan:

AKkp = Alokasi Kinerja per Desa untuk criteria IKD terbaik.
AK = Alokasi Kinerja kabupaten

IKD; = Nilai Indeks Kinerja Desa penerima IKD terbaik
YIKDn, = Total Indeks Kinerja Desa penerima IKD terbaik

Pasal 9

(1) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7ayat (3), sebagai berikut:

a. Data kebijakan/regulasi yang diterbitkan Desa terkait perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup/kebencanaan/pengelolaan
sampah serta kebijakan/regulasi terkait Desa Ramah Perempuan
dan Anak bersumber dari Pemerintah Desa;

b. data keberadaan Bank Sampah Desa bersumber dari Pemerintah
Desa;

¢. data anggaran Desa untuk program/kegiatan terkait perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup bersum berdari Siskeudes;

d. data status IDM dan IKL bersumber dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal;

e. data status tangguh bencana Desa bersumber dari BPBD
KabupatenSinjai;

f. data jumlah partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan
musyawarah perencanaan dan penganggaran Desa, dan jumlah
usulan terkait kepentingan perempuan yvang masuk dalam RKP
Desa bersumber dari Pemerintah Desa;

8. data ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa,
realisasi Pendapatan Asli Desa, dan serapan ADD bersumber dari
Dinas; dan

h. data realisasi penerimaan PBB terhadap target PBB bersumber dari
Perangkat Daerah yang mengurusi bidang pendapatan.

(2)  Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
h, disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan November,

(3) Dalam hal Pemerintah Desa menyampaikan data kepada Dinas setelah
batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka penilaian atas variable kinerja tersebut mendapatkan skor paling
rendah.

__—__—“—
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Pasal 10

Rincian penghitungan dan penetapan ADD setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11
(1) Penyaluran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam

2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap
Desa, dilakukan pada semester I paling lambat bulan Juni:

b. tahap lI, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap
Desa, dilakukan pada semester Il paling lambat bulan Desember;
Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak salur pada tahap 1
(pertama) dan/atau pada tahap Il (kedua) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b, maka sisanya disalurkan setelah Pemerintah

Desa melakukan Perubahan APBDesa.

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD
yvang disalurkan setiap bulan.

Pasal 12

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
Kepala BKAD melaksanakan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Kepala Desa secara lengkap dan benar.
Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap | berupa:
1. peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa
tentang penjabaran APBDesa;
surat permohonan Kepala Desa mengenai penyaluran ADD;
surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;
sural rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
fotocopy SK Kaur Keuangan dan nomor rekening desa;
rencana Penggunaan Dana (RPD);
laporan realisasi penyerapan serta capaian output tahun
anggaran sebelumnya; dan
8. dokumentasi foto nol kegiatan yang akan dikerjakan pada
tahun anggaran berjalan.

gk N
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(5)

(6)
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tahap Il berupa:

surat permohonan Kepala Desa mengenai penyaluran ADD;

surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa;

surat rekomendasi pencairan ADD dari Camat;

fotocopy SK Kaur Keuangan;

rencana Penggunaan Dana (RPD);

laporan realisasi penggunaan dana/anggaran tahap I;

surat keterangan telah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris

Desa atas realisasi fisik dan administrasi;

realisasi penggunaan dana tahap I paling sedikit 75% (tujuh

puluh lima persen);

9. dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik tahap | berupa foto
nol sampai dengan 100%, yang disesuaikan dengan progress
pelaksanaan kegiatan; dan

10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas dokumen
laporan pertanggung jawaban tahap | yang ditandatangani oleh
Kepala Desa di atas materai.

N e

o

Rekomendasi penyaluran ADD Tahap 1 dan Tahap II dari Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b
angka 3, meliputi:

a.

b.

Persetujuan tentang pengajuan pencairan ADD untuk Desa
bersangkutan;

Kinerja pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya; dan

kesesuaiandokumen RPD dengan APBDesabersangkutan dan
realisasi RPD tahun sebelumnya.

Dinas melakukan registrasi pelaksanaan pencairan APBDesa yang
bersumber dari ADD setiap tahapan pencairan.

Kepala BKAD menyalurkan ADD dariRKUD ke rekening Pemerintah
Desa berdasarkan kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 13

Penyaluran sisa ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sisa ADD kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan
Daerah.

Melampirkan dokumen perubahan APB Desa.

Melampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.




(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
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BAB VI
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

Pelaksanaan ADD dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang
APB Desa.

ADD dipergunakan untuk membiayai:

Penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pelaksanaan pembangunan desa;

Pembinaan kemasyarakatan desa;

Pemberdayaan masyarakat desa; dan

Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

oo e

BAB VII
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD

kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan

b. laporan semester I, paling lambat minggu kedua bulan Januari
tahun anggaran berikutnya;

Laporan pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

a. dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD diverifikasi oleh
Tim Fasilitasi Kecamatan sebelum disampaikan kepada Bupati
melalui Dinas;

b. salinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan oleh Tim
Fasilitasi Kecamatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASANALOKASI DANA DESA

Pasal 16

Pembinaan pengelolaan ADD, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan
terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam bentuk:

a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan ADD:;

b.  Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan ADD; dan

c. melakukan monitoring penyaluran dan penyerapan ADD.



(1)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 17

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

a. aparat pengawasan internal pemerintah;

b. camat;

c¢. badan permusyawaratan desa;

d. masyarakatdesa.

Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pengawasan

pengelolaan ADD, sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a,

dilakukan dalam bentuk :

revieu;

monitoring;

evaluasi;

pemeriksaan; dan

. pengawasan lainnya

Camat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

a. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan
penyaluran ADD;

b. Melakukan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan ADD mulai tahap
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan
pelestarian hasil pembangunan;

c. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan; dan

d. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan
yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan
pengaduan atas pengelolaan ADD.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dilakukan dalam bentuk:

a. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemernntahan Desa;

b. Pelaksanaan kegiatan; dan

c. Laporan pelaksanaan APB Desa.

Masyarakat Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui pemantauan

terhadap pengelolaan ADD.

Ao TP

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi
dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas Desa
menjadi SiLPA Desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah
Desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(2) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 4 huruf d, Pasal 26
ayat (1) dan ayat (4), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan
Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52), sepanjang mengatur
mengenai Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

® PARAF HIERAR i Ditetapkan di Sinjai

SEKRETARIS DAERAH pada tanggal, 2% Drember g
—;.‘EGTEN i Pj. — .

KEPALA E‘:j_'-_
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PARAF KOORDINASI
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T T TP e o ey
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TABEL PENETAPAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025
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